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ABSTRAK 

 

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) untuk 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, 

didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu 

kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan 

penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. 

Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks 

komersial di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam 

dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian 

adalah, dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP 

berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban 

terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya penertiban pekerja 

seks komersial di Kota Batam, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu 

salah satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja 

seks komersial yang terjaring dalam razia. 

 

Kata kunci: Satpol PP, PSK Batam 
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ABSTRACT 

 

The authority given to the Civil Service Police Unit to maintain public security 

and order is not without reason. However, it is supported by a clear juridical 

basis. Likewise in Article 255 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 23 of 2014 

concerning Regional Government, which mandates the establishment of Satpol PP 

to assist regional heads in enforcing Regional Regulations (PERDA) and 

administering public order and maintaining public peace. To find out how the 

role of Satpol PP in controlling commercial sex workers in Batam City. This 

research was conducted at the Marko Satpol PP Batam by collecting data through 

interviewing sources. The results of the research are, in controlling commercial 

sex workers in Batam City, Satpol PP plays a role in assisting the Social Service 

in collecting data and controlling commercial sex workers in Batam City. In an 

effort to control commercial sex workers in Batam City, Satpol PP found several 

obstacles, one of which was that Satpol PP did not have a shelter for commercial 

sex workers who were caught in raids. 

 

Keyword: Satpol PP, PSK Batam 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarrBelakang  

Sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dalam rangka 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, tiap-tiap wilayah diembankan  

kewenangan guna mengatur serta mengurus sendiri dalam segala hal urusan 

pemerintahan berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah (PERDA), ialah salah satu 

bentuk reformasiiotonomi daerah dalam rangkaameningkatkan efisiensi 

sertaadaya guna penyelenggaraan otonomindaerah guna memberdayakanndaerah 

serta meningkatkannkesejahteraan rakyat(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, 2014) 

Dalamnupaya mengantisipasinperkembangan serta dinamikankegiatan 

masyarakat seiramanyaadengan tuntutan era globalisasindan otonomi 

daerah,nmaka kondisi ketentramanndan ketertiban umumndaerah yang 

kondusiffmerupakan suatu kebutuhannmendasar bagi seluruhhlapisan masyarakat. 

Asasnotonomi dan pembantuan inindimaksudkan untuknmempercepat 

terwujudnyankesejahteraan masyarakat melaluinpeningkatan, 

pelayanan,npemberdayaan, dan perannserta masyarakat, sertanpeningkatan daya 

saingndaerah dengannmemperhatikan prinsip demokrasi,kkeadilan, 

pemerataan,kkeistimewaan dan kekhususannsuatu daerah dalam NegaraaKesatuan 
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RepubliknIndonesia (NKRI).nHal ini juga sesuaindengan tujuannnasional 

yanggtercantum padaaPembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan nasional 

tersebut adalah guna untuk melindungi  segenap Bangsa Indonesia serta segala 

tumpah darah Indonesia, untuk melantaskan kesejahteraan universal, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakn kedisipilnan dunia yang 

berdasar padaakemerdekaan, perdamaiannabadi serta keadilannsosial. Tujuan 

nasionalntersebut wajib direncanakanndengan serius, sungguh-sungguh,nbertahap 

dan realistis gunanpencapaian penyelenggaraannpemerintahan 

sertanpembangunan nasional(Nimatul Huda, 2017). 

 Deminuntuk terciptanya sebuahnpenyelenggaraan pemerintahannserta 

pembangunan nasionalnyang berdasarkannpada KetuhanannYang Maha Esaaserta 

adil untuknsetiap rakyat dalamnmewujudkan ketentramanndan 

ketertibannmasyarakat umum, makandalam menyelenggarakannketentraman dan 

ketertibannumum harus didukungnoleh aparaturrnegara. Salah satunaparatur 

negara dinwilayah adalah Satuan PolisinPamong Praja ataunyang 

disingkatndengan SatpolnPP. Satpol PP ialah unit dari perangkat daerah dalam 

menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta kenyamanan 

umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 

Ayat (1). Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggara ketertiban umum 

dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat disetiap Provinsi dan 

Kota/Kabupaten di bentuk Satpol PP(Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, 

2018). 
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Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP guna menjaga keamanan 

dan kenyamanan umum bukanlah tanpa alasan. Tapi, didukung dengan dasar 

pijakan yuridis yang tepat. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang 

mengembankan dibentuknya SatpolnPP guna agar membantu kepalaadaerah 

dalam penegakan PeraturannDaerah (PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban 

umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Dalam Undang-UndanggNomor 23 

Tahun 2014ntentang Pemerintahan daerah disebutkan pula pada Pasal 255nAyat 

(2) bahwa kewenangan SatpolnPP adalah : 

a. melakukanntindakan penertiban non-yustisial kepada 

warganmasyarakat, aparatur, serta badannhukum yang melaksanakan 

pelanggaran atasnPerda serta Perkada;  

b.  menindakkwarga masyarakat, aparatur, atau badannhukum yang 

menggangguuketertiban umum dan ketenteramannmasyarakat; 

c. melakukanntindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparatur, 

serta badannhukum yang diduga berbuat pelanggarannatas Perda 

dan/ataunPerkada; dan  

d. melakukanntindakan administratif kepada warganmasyarakat, aparatur, 

atau badannhukum yang berbuat pelanggaran atasnPerda serta 

Perkada(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014). 

Melihatnpada kewenangan yang diberikan kepadanSatpol PP, tidak 

dapatndipungkiri bahwa dengan adanyanSatpol PP sangat penting dan 
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strategisndalam penyelenggarakannPERDA sesuai dengan ruang lingkup 

tugasnya, termasukndalam penyelenggaraannperlindungan masyarakat. 

Sehubunganndengan pemberlakuannya otonomi daerahnsaatnini, maka di 

berbagaindaerahndiberikan kesempatannuntuk melakukannpemekaran 

dannperluasan wilayahnsesuai dengan kegunaan dan peruntukannya, begitu juga 

halnyandengan daerah KotaaBatam. Berdasarkan Undang-UndangnNomor 11 

Tahun 2003ntentang Pembentukan KotanBatam, maka wilayah KotanBatam yang 

awal mulanyanhanya memiliki 3 Kecamatan, mengalami pemekarannmenjadi 8 

kecamatan, dan saatnini KotanBatam telah memiliki 12 kecamatan. Kondisi 

KotanBatam saat ini memang mengalaminkemajuannyang cukupnpesat, baik 

darinsegininfrastruktur, maupun peningkatannjumlahnpenduduk. Besarnya 

pertumbuhan pendudukkininadalah akibat tingginyaatingkatnmigran ke 

KotanBatam, denganntujuannuntuk mendapatkan pekerjaannyang layak 

dannmemperbaiki kesejahteraanndan pendapatannekonomi. 

Pembangunanninfrastruktur yangncukup pesatnmenjadikan KotaaBatam 

sebagai kotanindustri yang menawarkan berbagainfasilitas, sepertinlapangan 

pekerjaan, obyeknwisata, tempatntransit ke luarnnegeri, 

dannsebagainya,nsehingga menjadikan KotanBatamnsebagai 

tempatnpersinggahan, dan kedatangannwisatawan asing dannlokal. Tidakndapat 

dipungkirinlagi bahwa tujuannorang-oranggdatang ke KotanBatamntidak 

sajansebagai wisatawan,nbanyak juga di antaranmerekaayang bertujuannuntuk 

mencarinpekerjaan. Namunntidak semua dari merekandapat 

memperolehnpekerjaan sesuai dengan keinginannya, karena 



5 
 

 

rendahnyankemampuan dan pendidikannmereka, maka tidak semuanyandapat 

tertampung olehnlapangan pekerjaannyanggtersedia. Olehhkarena tuntutannhidup 

yanggsemakinnmendesak, maka profesinmerekandapatnberubah-ubah dan 

beranekanragamnpekerjaannyang mereka lakukannguna untuk 

memenuhinkebutuhannhidup mereka, salah satu contoh profesi pekerjaan yang 

dilakukan oleh sebagian wanita di Kota Batam ini adalah sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK).  

Tingginyankunjungan wisatawan yangnberdatangan kendaerah ininjuga 

mengalamindampak padaatumbuhnya hiburannmalammyang 

memangndiminatinoleh banyaknwisatawanndan pendatanggdari berbagaindaerah 

dan negarantetangga lainnya. Umumnyandunianhiburan malam sangat didukung 

dengan keberadaannkaraoke, diskotik,mpub, pantinpijat, salon-salonmkecantikan, 

bolanketangkasan, dan lain-lain. Pada awalnya, PulaunBatam dikembangkan oleh 

PemerintahnPusat melaluinbadan pengelolanOtoritanBatam sebagai 

daerahnindustri, galangannkapal, dannpariwisata. Untukkmemenuhinhiburan 

paraapekerja industri, dibangunntempat-tempatnhiburan, yang 

dulunyaadiberinizin dan difasilitasinoleh BadannOtoritanBatam. Di sampinggitu, 

banyaknpula dibangunntempat-tempat hiburannliar, yang sebenarnyanmelanggar 

ketertibannumum, namun cenderung diabaikannoleh aparat. 

Sebagai kotaaindustri yang berkembang pesat dan dianggapnberhasil 

menawarkan berbagainfasilitas umumyyang menarik, terutamaadunianhiburan, 

daerahhini dianggapncenderung memberikan dayaatarik tersendirinbagi paraaPSK 

untuk melakukannaktivitasnya. Meraih Dolar, Ringgit, dan Rupiah baginmereka 
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menjadi motivasintersendiri bagi banyak pramurianyang bekerjaadi Batam. Rasa 

kekeluargaannyang cenderungnmenurun dannmunculnya rasanindividualis, juga 

memberinwarna tersendirinbaginkeberanian orangguntuk melakukannperbuatan 

asusila.nHal ini karenaapada umumnyanorang yanggberdomisili dinBatam, 

jauhhdari lingkunganndimana dia dilahirkanndanndibesarkan, 

sehinggankontrolndari lingkungannkelaurganyanyang rendahhmembuat 

merekandalam melakukan perbuatannasusila cenderunggtidak terlaluudihiraukan, 

sehinggaatidak mengherankan kondisinini jugaaturutnmemberikan dukungan 

terhadapnberlangsungnyaapraktek-praktekmprostitusi. 

KompleksnyaapersoalannBatam sebagai kawasannindustri, galangannkapal 

danmpariwisata, telahmberdampak bagimberkembangnya masalahnsosial. 

Apabilantidak adaapenertiban terhadapppraktek-prakteknsemacam 

ini,nmaka dikhawatirkannakan dapatnmerusak tatanannkehidupan 

sosialnmasyarakat, yanggnota bene banyakndipengaruhi olehnnilai-nilai 

budayansetempat. Halninilah yang mendasarinpemikiran paranwakil rakyat 

dalamnmerespon makinnmenjamurnya prakteknprostitusi di KotanBatam. 

Kebijakannketertiban sosialndi daerahhini tidakksajaamenjawab persoalannutama 

berkaitanndengannprostitusi, tetapinjuga penertibannlokasi-lokasinyang 

dapatnmerusak ketertibanmsosial. Realitas permasalahannsosial 

yanggsemakinnkompleks, sepertimprostitusi, judi, kenakalanndannsebagainya, 

secara tidak langsunggtelah memberikanndampak negatif 

terhadappkondisinkehidupannbermasyarakat. Kondisinseperti ininjuga tidak 
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sesuai dengan visinKotaaBatamnyakni: “TerwujudnyanKotaaBatam 

sebagainBandar dunianmadani”, dengannmisi:  

1. Mengembangkanndan meningkatkan sumberndayanmanusia yang 

menguasainIptek dan bermuatannImtaq, 

2. Mengembangkannindustri,nperdagangan, pariwisata, kelautan,nalih 

kapal, dan pemberdayaannekonomi yanggmempunyai aksesske 

pasarnglobal, 

3. Mengembangkannnilai-nilainseni budayaadan olahhraga,  

4. Menjagankeamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat 

berlandaskannsupremasi hukum,   

5. Mempercepattpembangunan daerahnhinterland. 

Berbagainpermasalahan sosial yang timbul, terutama yangnmenyangkut 

tuna susila atau pelacuranndan dianggapptidak sesuaindengan normanagama, 

dannbudaya masyarakat, yangndianggap dapatnmenurunkan citra kotanBatam 

sebagainkota industri dan wisata. Untuknmengantisipasi berbagai 

permasalahannsosial yang timbul, maka Walikota Batamnmengeluarkan Peraturan 

DaerahnNomor 6 Tahun 2002ntentang KetertibannSosial Di Kota Batam, guna 

untuknmenjaga ketertiban sosial dinKota Batam. Salah satuncontoh penertiban 

praktek-praktek prostitusi di wilayahnKota Batam, yang diharapkannmampu 

mengatasi permasalahannprostitusi di daerahhini. 

Peraturanntersebut dalamnimplementasinya belumnmampu 

berbuatnbanyak dalam meresponnpermasalahannprostitusi. Di sisinlain 

bahwantuntutannmasyarakat terjadinpro dannkontra, antaraayang menentanggdan 
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menerimaakebijakan ini. Realitassmenunjukkannbahwa olehmsekelompok 

masyarakatmperaturan inindikeluarkan secaraasepihak olehhpemerintah. 

Dengannberlakunya otonomi daerah,nterjadi perubahanndan 

dinamikanpolitiknlokal dindaerah, yangnditandai dengannterbentuknyaninstitusi 

atauulembaga legislatifndaerahhKota Batam, sehingga peraturan yangndibuat 

harus mendapathpersetujuan darinDewan PerwakilannRakyat Daerahn(DPRD). 

Sehubunganndengan halntersebut, makandalam rangkanmengatasi 

permasalahannsosial, pemerintah KotanBatam bersamandengan 

DPRDnmenyepakati pembentukannPERDAnNomor 6 Tahunn2002 

tentanggKetertibannSosial dinKota Batam.nPeraturannDaerah ininsebagai salah 

satunkebijakan pentinggyang diharapkan mampuumengatasinmasalah sosial,ndan 

terciptanyanupaya penertibannlokasi praktek prostitusi.nPenertibanndilakukan 

dengannmemindahkan segalaaaktivitasnprostitusi ke Pusat 

RehabilitasinSosialnNon Panti. PusatnRehabilitasi SosialnNonnPanti adalah 

suatuutempatnuntuk mengembalikannmoralitas dannmentalitas seseorangnsupaya 

dapat hidup normatifnsehingganmampu melaksanakannfungsi sosialnyansebagai 

wargaanegara yanggbaik. 

Kondisindi lapangannmemperlihatkan bahwaasetelah beberapantahun 

implementasindarinperaturanndaerah ini belumndapat terealisasi dengannbaik, 

informasinyang diperolehndari DinasnSosial KotanBatam adanpihak-

pihakktertentu yang kurangnmendukung pelaksanaan PeraturannDaerahiini, 

seperti pihakkpengelola, masyarakat dan penegakkhukum. Realitas ini 
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secarantidak langsunggmenunjukkan bahwaaPerdaaini dihadapkannpada 

berbagainkendala, di antaranyaaadalah: 

1. Penyiapannlokasi pemindahan di PusatnRehabilitasi Sosial NonnPanti 

belum dapat terealisasinsebagaimana yang diharapkan. 

2. Pengelolantidakkmempunyai danaauntuk memindahkannsendiri kenlokasi 

baru yanggtelah ditentukan olehnPemerintah Kotaa(Pemko). 

3. Tempatnlokasinpemindahan dianggapnterlalu jauh, sehinggansulitnuntuk 

menjangkaunya. 

Melihatnkeadaan diatasndapat dikatakan bahwaatujuan 

darindikeluarkannya PeraturannDaerahnNomorn6 Tahunn2002 tentang 

KetertibannSosial di KotanBatam, khususnyaatentangntertibnsusila tidak 

akanndapat terlaksanandengan baik,ntanpa adanyaakerjasama antaranpengelola 

dengannPemko sebagainpelaksana dan penanggungjawabbdari Perdaatersebut. 

Dengannmunculnya berbagaiipersoalannyang diakibatkannoleh prakteknprostitusi 

dannperlunya prosessimplementasinyanggtepat sasarannmenjadinperhatiannserius 

dalamnpenelitiannini. 

Berlandaskan pengmatan dari peneliti, PSK di KotanBatam ini dengan 

mudah kita jumpai, seperti contoh dinlokasi belakang banknBCA Jodoh, Bukit 

Senyum, dan masih banyak lagi. Alasannpenulis ingin meneliti hal 

tersebutnkarena penulis ingin mengetahui upaya apaasaja yang telah dilakukan 

pihak SatpolnPP dalam penertiban PSK di KotanBatam ini. Dari permasalahan di 

atas yang telah penulisnpaparkan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah 

tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERANnSATUAN POLISI 
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PAMONGnPRAJA DALAMnPENERTIBAN PEKERJAnSEKS 

KOMERSIALnDI KOTAnBATAM”. 

1.2 IdentifikasihMasalah 

Identifikasinmerupakan suatuuusaha yanggdilakukan penulissguna 

mengetahuimpokok permasalahannyangmakan diteliti. Permasalahannyang 

timbulnkemudian adalahnmengenai bagaimanaapraktik pelaksanaannperan Satpol 

PPndalam penertiban PSK di kota Batam. Identifikasinmasalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Jumlah PSK yang semakin hari semakin meningkat. 

2. Kurangnya perhatian Satpol PP dalam upaya penertiban PSK di Kota 

Batam 

1.3 BatasannMasalah 

Agarnpenelitiannini tetapnmengarah padanpermasalahannyang 

akanndikaji dan tidak menyimpangmdari pokoknpembahasan, makampenulis 

membatasinpermasalahan dalamnpenelitiannini yaitu: 

1. Penelitiannfokus mengkaji tentang peran SatpolnPP dalam penertiban PSK 

di KotaaBatam. 

2. Penelitian ini fokus mengkaji tentang peran Satpol PP dalam penegakan 

PERDAaNomor 6 Tahun 2002 tentanggKetertiban Sosial Di KotaaBatam. 

3. Penelitian ini fokus mengkaji tentang upaya yang dilakukan SatpolnPP 

dalam upayaapenertiban PSK di KotaaBatam. 
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1.4 RumusannMasalah 

Berdasarkan latarnbelakanggmasalah yang telahnpenulis paparkanndiatas, 

makaadapat ditarikkbeberapanmasalah yanggsangat menariknuntuk diteliti 

danndikaji yaitu: 

1. Bagaimanakahnperan SatuannPolisi Pamong Praja dalam 

penertibannpekerja seks komersial di KotanBatam? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak SatuannPolisi Pamong Praja dalam 

penertibannpekerja seks komersial di KotaaBatam? 

3. Bagaimanakah upaya Satuan PolisinPamong Praja dalam 

penertibannPekerja Seks Komersial di KotanBatam? 

1.5 TujuannPenelitian 

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah: 

1. Untukkmengetahui bagaimanakah peran SatuannPolisi PamonggPraja 

dalam upayaapenertiban pekerjanseks komersial dinKota Batam. 

2. Untuk mengetahui kendala apaasaja yang dihadapi oleh pihaknSatpol PP 

dalam penertiban PSK di KotanBatam. 

3. Untuk mengetahui upayaaapa saja yang dilakukan pihak SatpolnPP dalam 

penertiban PSK di KotaaBatam 

1.6 ManfaatnPenelitian 

1. ManfaatnTeoritis 

Sebagainmanfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini 

diharapkanndapat mendatangkannsuatu manfaatnbagi pembaca dannorang lain 
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secaraatidakklangsung. Penelitian inindiharapkan mempunyainmanfaat 

sebagainberikut: 

a. Hasilnpenelitian inindiharapkan dapatnmemberikan kontribusinteoritis 

dalam rangkanpenembangan, pemahaman, dannpendalaman 

ilmunpengetahuan khususnya yang berkaitanndengan perannSatpol PP 

dalam upayanpenertiban PSK di KotaaBatam. 

2. ManfaatnPraktis 

a. Hasilnpenelitian inindiharapkan dapat memberikannkontribusi 

dalammpraktik hukum dinIndonesia, terutamaabagi aparaturnpenegak 

hukumndalamnupaya penertiban PSK di KotanBatam. 

b. Hasilnpenelitian inindiharapkan dapat memberikannkontribusinbaginpara 

anggotanlegislatif dalam menyusunnsecara sistematisndan memperjelas 

kedudukannhukumnterkait penertiban PSK di KotanBatam. 
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BAB II  

TINJAUANNPUSTAKA 

 

2.1 KerangkaaTeori 

2.1.1 TeoriiPeranan 

Menurut SoerjononSoekantonperan merupakannaspek yang dinamisnpada 

kedudukann(status), apabilanseseorang melaksanakannhak dan 

kewajibannyanyang sesuaindengannkedudukannya, makaaia telah 

menjalankanisuatuuperanan. Sedangkannstatus merupakannsekumpulan hakndan 

kewajibanmyang dimilikinseseoranggapabila seseorang melakukannhak-hak 

dannkewajiban yang sesuaindengannkedudukannya, makaaia 

menjalankannsuatunfungsi. Hakikatnya perannjuga dapat dirumuskannsebagai 

suatunrangkaiannperilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatunjabatan tertentu. 

Kepribadiannseseorang jugaamempengaruhi bagaimananperan itu 

harusndijalankan atau diperankannpimpinan tingkatnatas, menengahnmaupun 

bawahhakan mempunyainperan yanggsama. Perannmerupakan tindakan 

ataunperilakunyang dilakukannoleh seseoranggyangnmenempati suatu 

posisindidalam statusssosial(Soekanto Soerjono, 2018). 

Adapunnsyarat-syarat peran menurut SoerjononSoekanto mencakup 

tiganhal penting,nyaitu: 

1. Perannmeliputinnorma-normaayang dihubungkanndengannposisi 

atauntempat seseorangndalam masyarakat.nPeranan dalamnarti 
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ininmerupakannrangkaian peraturan-peraturan yangnmembimbing 

seseorang dalamnkehidupan kemsyarakatan.  

2. Peran ialah sebuah konsep perilaku apa yang bisa dilakukan oleh orang-

orang dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga bisa disebutkan sebagai tindakan individu, yang penting untuk 

susunan sosial masyarakat(Soejono Soekanto, 2019). 

Hakikatnyaaperan juga dapatndirumuskan sebagai suatunrangkaian 

perilaku tertentunyang ditimbulkan olehnsuatu jabatan tertentu. 

Kepribadiannseseorang juga mempengaruhinbagaimana peran itu 

harusndijalankan. Peran yanghdimainkan hakikatnya tidakkada perbedaan, baik 

yanggdimainkan/diperankannpimpinan tingkat atas, menengahnmaupun bawah 

akannmempunyai peran yang sama. Manusiansebagai makhluk sosial 

memilikinkecenderungan untuk hidupnberkelompok. Dalam kehidupan 

berkelompokktadi akan terjadi interaksinantara anggota masyarakat yang satu 

dengannanggota masyarakat yangglainnya. Tumbuhnya interaksindiantara mereka 

ada salinggketergantungan. Dalam kehidupannbermasyarakat itu munculah apa 

yanggdinamakan peran. Peran merupakannaspek yang dinamis darinkedudukan 

seseorang, apabilaaseseorang melaksanakan hak-hakkdan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannyaamaka orang yang bersangkutan menjalankannsuatu 

peranan. 

2.1.2 Teori Penegakannhukum 

Penegakannhukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya 

prosesnpenegakan dari norma-normanhukum secara nyata untuk panduan hidup 
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prilakunhubungan hukum dalam kehidupannbermasyarakat dan bernegara. 

Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakannhukum adalah 

kegiatan menyerasikannhubungan nilai-nilai yang terjabarkanndidalam aturan 

serta pandangannnilai yang baik serta sikapptindak untuk rangkaian 

penjabarannnilai-nilai tahap akhir guna menciptakan, memilihara 

dannmempertahankan kedamaiannpergaulan hidup(Soejono Soekanto, 2019). 

Manusia didalamnpergaulan hidupnya mempunyainpandangan yang 

tertentu terkait apa yanggbaik dan apa yang jahat. Pandangan tersebutnselalu 

terbentuk didalam pasangan-pasanganntertentu, misalnya ada pasanganndengan 

nilai ketenteraman. Dalam penegakannhukum pasangan nilai-nilai tersebutnperlu 

diserasikan. Pasangannyang nilai diserasikan tersebut memerlukannpenjabaran 

dengan konkret karenannilai lazimnya berwujud abstrak. Penjabarannyang secara 

konkret yang terjadindalam wujud kaidah hukumnyang mungkin tertuang 

suruhannatau larangan. Kaidahntersebut menjadi pedoman ataunpatokan bagi 

prilaku atauusikap tindak yanggdianggap pantas atau 

yanggseharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011a). 

Penegakkannhukum ialah suatu proses untuknmewujudkan kemauan 

hukum menjadinkenyataan. Yang disebut kemauan hukumndisini tidak lain ialah 

pikiran-pikirannbadan pembuat Undang-Undanggyang dirumuskan dalam 

peraturannhukum. Peraturannhukum itu, perumusan pemikirannpembuat hukum 

yang dituangkanndalam peraturan hukumnakan turut menentukan 

bagaimananpenegakan hukum itu dijalankan. Penegakannhukum bertujuan untuk 

perlindungannkepentingan manusia. Sehingga kepentingannmanusia itu 
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terlindungi, hukum harusndilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapatnberlangsung 

dengan normal, damai tetapindapat terjadi juga disebabkan pelanggarannhukum. 

Dalam hal ini hukum yanggtelah dilanggar mesti ditegakkan. Melalui 

penegakannhukum inilah hukum itu menjadinkenyataan. Dalam menegakan 

hukum ada tiganunsur yang harus diperhatikan, yakni: 

a. Kepastian hukum 

Hukumnharus dilakukan dannditegakkan. Setiap orangnmengharapkan 

dapat ditetapkannyanhukum dalam hal terjadi peristiwanyang konkrit. Bagaimana 

hukumnyanitulah yang harus berlaku, padandasarnya tidak bolehnmenyimpang : 

fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunianakan runtuh, hukum 

harusnditegakkan). Itulah yang diharapkan oleh kepastiannhukum. Kepastian 

hukumnmerupakan perlindungannyustisiable terhadap tidakannsewenang-wenang, 

yang berartinseorang akan memperolehhsesuatu yang diharapkan dalam 

keadaanntertentu.  

b. Manfaat 

Masyarakatnmengharapkan manfaat dalam pelaksanaannatau penegakan 

hukum. Hukumnadalah untuk manusia, maka pelaksanaannhukum serta 

penegakan hukumnharus memberi manfaat atau kegunaannbagi masyarakat. 

Jangannsampai justru karenanhukumnya dilaksanakan atau ditegakkanntimbul 

keresahan dindalam masyarakat.  

c. Keadilan 

Masyarakatnsangat berkepentingan bahwa dalamnpelaksanaan serta 

penegakan hukumnkeadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaanndan penegakan 
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hukum harusnadil. Hukum tidak identik dengannkeadilan. Hukum itu 

bersifatnumum, memaksa setiap orang, bersifatnmenyamaratakan. Barang siapa 

yanggmencuri wajib dihukum : siapa yang mencuri harusndihukum, tanpa 

membeda-bedakan siapaayang mencuri. Sebaliknya, keadilannbersifat subjektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan(Shant Delayana, 2018). 

Tujuanndari penegakannhukum adalah guna untuk 

melindunginkepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan 

supayanhukum diterapkan ketika terjadinya peristiwanhukum. Penegakan hukum 

adalahnuntuk memberikannkepastian hukum, manfaat dannkeadilan padansetiap 

orang, dengan harapannsebagai berikut :  

1. Harapannpenegaknhukum supayaadilaksanakan untuk 

memberikannkepastian hukumndalam peristiwankonkrit yang terjadi 

dalamnmasyarakat. Kepastian hukumnmerupakan perlindungan 

yustiablemterhadap tindakannkesewenang-wenangan, 

sehingganmasyarakat memperoleh sesuatu yangndiharapkan ketika 

berhadapan dengan peristiwantertentu, hukum bertugasnmenciptakan 

kepastian hukumnkarena bertujuannmenciptakan ketertibanndalam 

masyarakat.  

2. Hukum untuknmanusia, maka pelaksanaannatau penegakannhukum harus 

memberikannmanfaat ataunkegunaan baginmasyarakat. Dan 

jangannsebaliknya dengan penegakan hukumnjustru menimbulkan 

keresahannbagi masyarakat.  
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3. Dengan penegakannhukum, masyarakat yang sedangmberkepentingan 

mendapatnkeadilan. Karena hukumnidentik dengan keadilan sertanhukum 

bersifatnumum, yang melihat orang itu sama, karena deminmewujudkan 

keadilan bagi semua orangnhukum tidak bolehnkeberpihakan.  

Hukumnjuga berfungsi sebagai perlindungan kepentinganmmanusia. 

Pelaksanaannhukum dapat berlangsung necara normal, damai, tetapi dapatnterjadi 

karena pelanggarannhukum. Olehnkarena itu hukumnyang telah dilanggarnharus 

ditegakkan.nDalam menegakkannhukum ada 3 (tiga) unsur yang 

harusndiperhatikan yaitu, kepastiannhukum, kemanfaatan, dannkeadilan.  

Kepastian hukumnmerupakan perlindungan terhadap tindakannsewenang-wenang, 

yang artinya bahwanseseorang akan bisa memperolehnsesuatu yang diinginkan 

dalam keadaannbahwa sesorang akan dapatnmemperoleh sesuatu yang 

diharapkanndalam kondisi tertentu. Masyarakatnmengharapkan manfaat dalam 

penegakannhukum. Unsur berikutnya adalahnkeadilan, dalamnmelaksanakan 

suatu penegakannhukumnharus dilakukan dengannadil. Hukumnbersifat umum 

dan mengikutinsetiap orang, oleh karena itu hukumnbersifat 

menyamaratakan(Soekanto Soerjono, 2018). 

2.1.3 PekerjaaSeksnKomersial 

Pekerja seksnkomersial (PSK) atau yang biasanya disebut dengan istilah 

prostitusi atau pelacuran. Pekerja seks komersial adalah seorang lelaki maupun 

wanita yang bersedia untuk bisa diajak ataupun mengajak berbuat hubungan 

badan atau pun mesum bersama orang lain yang tidak suami atau istrinya, dengan 

memberi ataupun menerima suatu imbalan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pekerja seks 

komersial ada tiga motif, yaitu: 

1. MotifnPsikoanalisis menekankannaspek neurosis pelacur, 

sepertinbertindak sebagaimanankonflik oedipus dannkebutuhan untuk 

menentanggstandar orang tua dannsosial. 

2. Motifnekonomi secara sadarnmenjadi faktor yanggmemotivasi. Motif 

ekonomi ini yanggdimaksud adalah uang. 

Motifnsituasional, termasuk didalamnyaapenyalahgunaan kekuasaannorang 

tua, penyalahgunaannfisik, merendahkan dan buruknyaahubungan dengan 

orang tua. Pengalaman diawalnkehidupan, seperti pengalamannseksual diri 

dan peristiwa traumatiknsebagai bagian darinmotivasi situasional. 

Dalamnbanyak kasus ditemukannbahwa perempuannmenjadi pelacur 

karenantelah kehilangan keperawanannsebelum menikah ataunhamil di luar 

nikah(Sedyaningsih, 2011). 

2.2 Kerangka Yuridis 

2.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 1 Ayat (1), disebutkan 

Satuan Polisi Pamong Praja, ialah unit perangkat daerah yang dibentuk guna 

meluruskan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja ialah kelompok Satpol PP sebagai 

aparat pemerintah daerah yang ditempati oleh pegawai negeri sipil juga diberi 
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tugas, tanggung jawab, serta wewenang sejalan dengan peraturan perundang-

undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Defenisinini 

juga disebutkan dalam PeraturannMenteri Dalam Negeri RepubliknIndonesia 

Nomor 40 tahunn2011 terkait pedoman organisasi serta tata kerja Satuan 

PolisinPamong Praja. Berdasar Peraturan PemerintahnRepublik Indonesia nomor 

16ntahun 2018, Satpol PP dibentuknuntuk mendukung kepalaadaerah dalam 

menegakkannPERDA dan penyelenggaraan ketertibannumum dan kenyamanan 

masyarakat, di setiap provinsindan Kabupaten ataunKota dibentuk SatpolnPP. 

Pembentukan organisasinSatpol PP berpedoman pada PeraturannPemerintah 

tersebut. 

Definisi lain tekait PolisinPamong Praja ialah selaku salah satunBadan 

Pemerintah yang bertugasnmemelihara keamanan dan ketertibannumum atau 

pegawai Negaranyang bekerja menjagankeamanan. Sedangkan 

menurutnPeraturan Pemerintah Nomorn16 Tahun 2018 mengenai Satuan 

PolisinPamong dijelaskan SatpolnPP ialah bagian dari perangkatnaparatur di 

daerah yang memilikinkewajiban guna melakukan penegakannperaturan daerah 

dan menyelenggrakannketertiban umum serta menciptakannketentraman di 

masyarakat. Ketertibannumum dan Ketentramannmasyarakat merupakan sebuah 

keadaanndinamis yang dimana memungkinkan pemerintahndaerah dan 

masyarakatndaerah dapat melaksanakan aktivitasnya denganntentram, tertib, dan 

teraur. Berdasarkanndefinisi-definisi yang tersebut diatas dapatndisimpulkan 
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bahwa PolisinPamong Praja ialah Polisinyang mengawasi dan 

mengamankannkeputusan pemerintah di wilayahnkerjanya. 

Dalam PeraturannPemerintah nomor 16 tahun 2018ntentang SatuannPolisi 

PamongnPraja, pada Pasal 5 disebutkan SatpolnPP mempunyai tugas menegakkan 

PerdandannPerkada, menyelenggarakan ketertibannumum dan ketenteraman 

masyarakat, sertanmenyelenggarakan perlindungannmasyarakat. Dalam 

menjalankan tugas tersebut SatpolnPP juga mempunyai beberapanfungsi, 

diantaranya :  

1. Penyusunannprogram penegakan Perdandan Perkada, penyelenggaraan 

ketertibannumum dan ketenteraman serta penyelenggaraannperlindungan 

masyarakat;  

2. Pelaksanaannkebijakan penegakannPerda dannPerkada, penyelenggaraan 

ketertibannumum dan ketenteraman serta penyelenggaraannperlindungan 

masyarakat; 

3. Pelaksanaannkoordinasi penegakannPerda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertibannumum dan kenyamanan serta penyelenggaraannperlindungan 

masyarakatndan instansi terkait; 

4. Pengawasannterhadap masyarakat, aparatur, atau badannhukum atas 

pelaksanaannPerda dan Perkada; dan 

5. Pelaksanaannfungsi lain berlandaskan tugas yang diembankan oleh 

kepalandaerah sesuai dengannketentuan peraturannperundang-undangan. 
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Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 terkait Satuan Polisi Pamong 

Praja, dalam Bab III menerangkan terkait kekuasaan Satpol PP yang diatur dalam 

Pasal 7 menerangkan kekuasaan dari Satpol PP, yakni :  

1. Melakukanntindakan penertiban nonyustisialnterhadap warganmasyarakat, 

aparatur, ataunbadan hukum yangnmelakukan pelanggarannatas Perda 

dan/ ataunPerkada; 

2. Menindaknwarga masyarakat, aparatur,natau badan hukumnyang 

mengganggu ketertibannumum dan ketenteramannmasyarakat; 

3. Melakukanntindakan penyelidikan terhadapnwarga masyarakat,naparatur, 

atau badannhukum yang diduganmelakukan pelanggarannatas Perda 

dan/atau Perkada; dan 

4. Melakukanntindakan administratifnterhadap warganmasyarakat, aparatur, 

atau badan hukumnyang melakukan pelanggarannatas Perda 

dan/ataunPerkada. 

2.2.2 DasarnHukum Mengenai SatuannPolisi PamonggPraja 

SatuannPolisi PamongnPraja telahnberusia lebih darinsetengahnabad, 

tetapi sebenarnyaakeberadaannSatuan Polisi PamongnPraja makin penting 

dannmenonjol setelah eranreformasi. Tepatnya setelahnpenerapan UU 

OtonominDaerah. Setelah otonomindaerah, SatPolnPP menjadinlembaga yang 

independennyanggmelaporkan langsunggtugas dannkewajibannya kepada 

pemerintahndaerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagainlembaga yangmandiri 

dan memilikintugas dan tanggungnjawab yang besar, mereka juganmerasa harus 

menambahkan kemampuan mereka baiknsecara fisik maupun non-fisiknuntuk 
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anggota-anggotanya. PeraturannDaerah hanya bisa dibentuknapabila ada kesatuan 

pendapat antaranBupati/Kepala Daerah dan DewannPerwakilan RakyatnDaerah, 

termasuk mengenai keberadaannSatPol PP yang pada intinya mempunyainperanan 

menolong Bupati/KepalanDaerah di dalam menyelenggarakannpemerintahan 

umum. PeraturannDaerah tersebut wajib melengkapi batas-batasnkewenangan 

yang telah ditentukan dengannketerikatan dalam hubungannya 

dengannPemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuknpengawasan 

pencegahan, pengawasannpenanggulangan dan pengawasannumum. 

Dasarnhukum keberadaan SatuannPolisi Pamong Prajanmerupakan 

kekuatan yangnmengikat dan mengaturnsegala hal tentang kedudukannSatuan 

Polisi Pamong Praja.nDasar atau sumbernhukum keberadaannSatuan 

PolisinPamongnPrajansendiri terdirindari: 

1. Peranturan MenterinDalam Negeri Nomor 38nTahun 2010 tentang 

Pedoman PenyelanggaraannPendidikan dan Pelatihan DasarnPolisi 

Pamong Praja. 

2. Undang-UndangnNomor 23 Tahunn2014 tentang PemerintahannDaerah. 

3. PeraturannPemerintah Nomor 16 Tahunn2018 tentang tentang 

SatuannPolisi PamonggPraja. 

4. PeraturannDaerah Kota BatamnNomor 6 tahun 2002nTentang ketertiban 

sosial di KotaaBatam. 

 

 

 



24 
 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

1. (Puspogoro, 2017) Didalam jurnal Fisip Ummul, Universitas 

Mulawarman, Samarinda, ISSN 5446-5460, Vol 5, No 1, yang berjudul 

“Implementasi PeraturannDaerah Nomor 18 Tahunn2002 Tentang 

Penertibanndan Penanggulangan PekerjanSeks Komersial Di 

KotanSamarinda” hasil dari penelitiannya adalah, ImplementasinPeraturan 

Daerah Nomor 18nTahun 2002 tentang Penertibanndan Penanggulangan 

PekerjanSeks KomersialnDalam Wilayah KotanSamarinda oleh SatpolnPP 

di Kota Samarinda yakni, Program penertibannPSK masih kurang optimal 

sebab pada saatnpelaksanaan razia dikawasan pertokoannCitra Niaga 

terlihat sepi karna bocornyaninformasi pelaksanaannrazia. Program 

penertiban PSKndalam bentuk penertibanndan proses, dalam arti sesudah 

ditertibkan paranPSK yang terjaring kemudian di prosesnuntuk 

dipindahkan ke lokalisasinatau dilakukan pembinaan. Halnyang 

membedakan penelitiannini dengannpenelitian Puspogoro Wahyu adalah, 

penelitian ini lebih fokusnmembahas mengenai peran Satpol PP dalam 

penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedang penelitian 

Pupogoro lebih fokus membahas mengenai tentang implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002. 

2. (Ilham Muhammad, 2020) Didalam jurnal Fisip Ummul Universitas 

Mulawarman Samarinda, ISSN 2898-2891, Vol 8, No 1, yang berjudul 

“Peran SatuannPolisi Pamong Praja Dalam PenyelenggaraannKetertiban 

Umum dan KetenteramannMasyarakat di KabupatennBerau” hasil dari 
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penelitiannya adalah Perannyang dilakukan SatpolnPP dalam menegakkan 

ketertibannumum dan ketentraman masyarakat di KabupatennBerau 

dilakukan melalui, peranndeteksi dan cegah dini, pembinaan, 

penyuluhan,npatroli, pengamanan, pengawalan,npenertiban dan 

penanganan unjuknrasa  serta kerusuhannmassa sudah terlaksana dalam 

artian bahwanperan-peran tersebut terlaksana, namun tidaknmaksimal. Hal 

tersebut dapat dilihat darinkondisi SatpolnPP KabupatennBerau dalam 

menjalankan perannyanmasih memiliki keterbatasan baik secaranfisik 

maupun non fisiknsehingga berpengaruh terhadap 

penyelenggaraannketertiban umum dan ketentramannmasyarakat. Hal 

yangnmembedakan penelitiannini dengannpenelitian Muhammad Ilham 

adalah penelitiannini lebih fokusnmembahas mengenai peran Satpol PP 

dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedangkan 

penelitian Muhammad Ilham membahas tentang perannSatpol PP dalam 

penertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota Berau. 

3. (Nuraena & Hadiono, 2018) didalam jurnal Jipags, Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Banten, ISSN 2549-1431 Vol 3, No 1, yang berjudul “Peran 

SatuannPolisi PamongnPraja Dalam Menangani Perkara Pekerja Seks 

Komersial Di Kabupaten Lebak, hasil dari penelitiannya adalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, tentang Peran Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan sebagai, Bahwa 

peran SATPOL PP sebagai penegak Peraturan Daerah atau Peraturan 

Bupati kurang tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang 
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tertulis. Mereka masih mengedepankan rasa sisi sosial, dan sebatas 

menasihati para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia, hal ini 

membuat para PSK tetap kembali beroperasi menjajakan dirinya, karena 

tidak ada efek jera bagi mereka yang melanggar Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Tentang K3 sehingga mereka tidak berani untuk kembali 

ke dalam dunia kelamnya. Halnyang membedakan penelitiannini dengan 

penelitian Nuraena adalah penelitian ininfokus membahasnmengenai peran 

SatpolnPP dalam penertiban pekerjanseks komersial di Kota Batam, 

sedangkan penelitian Nuraena membahas mengenai peran Satpol PP dalam 

menangani pekerja seks komersial di Kabupaten Lebak. 

4. (Meita, 2020) didalam jurnal normatif ilmiah hukum Universitas Taman 

Siswa Padang, ISSN 2620-8202, Vol 8, No 2, yang berjudul “peran satuan 

polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol di kota 

Padang” hassil dari penelitiannya adalah Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, didapatkan kesimpulan, dalam melakukan pengawasan 

minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP mengawasi 

PenjualnLangsung ataunPengecer MinumannBeralkohol GolongannB 

dan/atau C, atau MinumannBeralkohol Yang MengandunggRempah-

Rempah, JamunDan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/AtaunKemasan 

MinumannBeralkohol Golongan BnDan/AtaunGolongan C. Tempat atau 

Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B 

serta Golongan C. Halnyang membedakannpenelitian ini 

dengannpenelitian Meita Kurnia adalahnpenelitian ini fokusnmembahas 
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mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota 

Batam. 

5. (Mardiani, 2018) didalam jurnal Syiah Kuala, Universitas Syiah 

KualanBanda Aceh, ISSN 2580-9059, Vol 2, No 1 dengan judul 

“perannsatuan polisi pamonggpraja dalam menata dan membinanpedagang 

kaki lima di kotanBanda Aceh, hasil dari penelitiannya adalah 

KeberadaannSatuan Polisi PamonggPraja dalam menjaga 

ketertibannumum serta kedamaian masyarakat memilikinperan yang cukup 

strategis dalam menata dannmembina pedagang kakinlima yang 

melaksanakan aktifitasnberjualan di tempat-tempat yang menjadinlarangan 

bagi pedagang kakinlima seperti di trotoar, bahunjalan, maupun tempat-

tempat yang menjadinfasilitas umum. Namun pada kenyataannya, 

SatuannPolisi Pamong Praja KotanBanda Aceh belum bisanmelakukan 

penertiban dan penataannpedagang kaki limansecara maksimal 

dengannadanya berbagai kendala yangndihadapi. Hal ini dapat dilihat dari 

upayanmenyiasati keadaan oleh pedagangnkaki lima ketika 

penertibanndilakukan, serta beraktivitas kembalinpedagang kaki lima ke 

tempat semula setelahnpelaksanaan relokasi. Sehingga peran SatuannPolisi 

PamongnPraja Kota Banda Aceh dalam menata dan membinanpedagang 

kaki lima tidak berjalannsebagaimana yang diharapkannPemerintah Kota 

Banda Aceh yang berusaha untuk menjadikannKota Banda Aceh 

sebagainkota yang bersih dan tertata rapi. Hal yangnmembedakan 

penelitiannini dengan penelitian Mardiani adalahnpenelitian ininfokus 
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membahasnmengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks 

komersial d kota Batam. 

6. (Rusli Syuaif, 2015) didalam jurnal Jurnal Ilmiah Administratie 

Universitas Tadulako Sulawesi dengan judul “perannsatuan polisi 

pamonggpraja dalam penegakan perdandi kabupaten Tojo Una-Una, ISSN 

2581-3282 Vol 5, No 1. Hasil dari penelitiannya adalah 

KedudukannSatuan Polisi PamongnPraja di bawah dan 

bertanggunggjawab kepada KepalanDaerah melaluinSekretariat Daerah. 

Artinya pelaksanaanntugas dari SatuannPolisi PamonggPraja adalah 

kepada KepalanDaerah. Pelaksanaannpenegakan peraturanndaerah yang 

dilakukan oleh SatuannPolisi PamongnPraja di Kabupaten Tojo Una-Una 

PerannPolisi Pamong Prajandalam penegakkan PeraturannDaerah 

dilakukan dengan cara melakukannkegiatan operasi yang meliputinoperasi 

dengan sistemnstasioner, operasi dengan sistemnmobil (Hunting), 

mengadakan patroli-patrolinrutin. Halnyang membedakan peneliannini 

adalah penelitian fokus membahasnmengenai perannSatpol PP dalam 

penertiban pekerja seks komersial di kota Batam. 

7. (Nurwati, 2018) di dalam jurnal Universitas Padjadjaran Bandung, dengan 

judul “penanganan pekerja seks komersial di Indonesia” ISSN 2581-1126, 

Vol 5, No 3. Hasil dari penelitiannya adalah Pelacuran merupakan praktik 

yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pekerja seks, ketahanan 

keluarga dan masyarakat. Praktik ini berkembang baik dalam tipe dan 

mode operasinya dan didukung oleh berbagai factor penyebab sehingga 
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penangananya perlu mempertimbangkan keragaman factor-faktor di atas. 

Pola rehabilitasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah melalui 

Kementrian Sosial atau Dinas Sosial di daerah umumnya menyasar para 

pekerja seks yang tertangkap razia dan kemudian direhabilitasi melalui 

kegiatan di panti. Namun demikian hasil evaluasi tentang efektivitas 

rehabilitasi tersebut sangat jarang dapat diakses publik. Berbagai prinsip-

prinsip terbaik untuk proses rehabilitasi yang efektif mungkin dapat 

dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan hasil rehabilitasi. Yang 

membedakan penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas 

mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di 

Kota Batam. 
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2.4 KerangkanPemikiran 
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Tentang KetertibannSosial Di KotanBatam 

Peranan dan 

Penegakan 

Hukum 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Batam 

Penertiban 

Pekerja Seks 

Komersial di 

Kota Batam 

Kendala Yang 

Ditemukan 

Upaya Yang 

Dilakukan 



 

 
 

 



 

31 
 

BABnIII 

METODEnPENELITIAN 

 

3.1 Jenis-JenisnPenelitian 

Metodenpenelitian pada dasarnya merupakanncara yang ilmiahnuntuk 

mendapatkan sebuahndata yang diperlukanndengan tujuan kegunaanntertentu. 

Cara yang ilmiah berartinkegiatan penelitian itu didasarkannpada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional,nempiris, dannsistematis. Secara umumntujuan penelitian 

ada tiganmacam yaitu bersifatnpenemuan,npembuktian, dannpengembangan. 

Sedangkannkegunaan penelitian adalahnuntuk memahami memecahkanndan 

mengantisipasinmasalah yang ada. 

Jenis-jenisnpenelitian dapat diklarifikasikannberdasarkan dari sudut 

sifatnya, di pandang dari sudutnbentuknya, dari sudutnpenerapannya, berdasarkan 

darintingkat kealamiahan dari sudutnsifatnya. Penelitian eksplanatorisndilakukan 

apabila pengetahuanntentang suatu gejala yang akanndiselidiki masih 

kuranggsekali atau bahkan tidaknada. Penelitianndeskriptif dimaksud 

denganntujuan untuknmemberikan data yangnditeliti mungkin tentangnmanusia, 

keadaan, atau gejala-gejalanlainnya. Sedangkan penelitianneksplanatoris 

dimaksud untuk mengujinhipotesa-hipotesa tertentu. 

Metodenyang digunakan padanpenelitian ini bersifatnkualitatif, metode 

penelitiannkulitatif yang dinamakan sebagainmode baru, karenanpopularitasnya 

belum lama, dinamakannmetode postpositivistik karenanberlandaskan 

postpositivisme. Metodenini juga disebut sebagai metodenartistik, karena proses 
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penelitiannlebih bersifat seninn(kurang terpola), dan disebut sebagainmetode 

penelitian interpretifnkarena data hasil lebih berkenanndengan 

interpretasinterhadap data yang ditemukanndilapangan. 

Dapatndipandang dari sudutnbentuknya, dikenal penelitianndiiagnostik, 

preskriptifndannvaluatiif. Penelitianndiagnostik dimaksudnuntuknmendapatkan 

keterangannmengenai sebab-sebabnterjadinya suatu ataunbeberapa gejala. 

Penelitian preskriptifnbertujuan untuk mendapatkannsaran-sarannmengenai apa 

yang harus dilakukannuntuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan 

penelitiannevaluatifnbertujuan untuknmenilaipprogram-

programmyangndijalankan. Berdasarkanntujuannya, penelitian ini 

bertujuannuntuk menemukannfakta-fakta belaka (fact-finding), yangnmana 

denganntujuannmenemukan masalah (problem-finding) dan 

kemudiannmengidentifiikasikannyan(problem-identification). Jenis penelitiannini 

yaitu penelitian yuridisnempiris yaitu penelitiannterhadap penegakannhukum, 

yang membahasnbagaimana penegakannhukum beroperasindalam masyaraakat, 

penelitianninissangat relevanndi negaraaberkembang sepertinIndonesia.  

Berdasarkannpenjelasan diatas, penulisnmemutuskan 

menggunakannmetode penelitian hukuumnempiris untuk menelitindan menulis 

pembahasannskripsi ini sebagaimmetodenpenelitian 

hukumnberdasarkanffokusnpenelitiannya. Penggunaan metodenpenelitian 

hukumnempiris dalam upaya penelitianndan penulisannskripsi ini 

dilatarinkesesuaian teori dengan metodenpenelitian yang dibutuhkannpenulis 
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dalammmenyusunnskripsi ini. Sehingga dengannmetode penelitian 

yanggditerapkan diharapkan dapatn memperoleh hasilnyang hendakndicapai. 

3.2 MetodenPengumpulannData 

Untuknmemperoleh data dalamnpenulisan skripsinini,mmakanpenulis 

menggunakanmmetodenpengumpulan datansebagaibberikut: 

1. PenelitiannPustaka 

Penelitiiannyanggdilakukan oleh penulisnuntukmmendapatkan 

datansekunder, yaitu datayyanggdidapat dengan menelaahnbuku-buku, 

peraturannperumdang-undangan,kkaryantulis/jurnal, sertaddata 

yanggdidapatddari penelusurannmelalui media internetnatau media lain 

yangnberhubungan dengannpenelitian ini. 

2. Penelitiannlapangan  

Penulisnmengadakan penelitiandsecaranlangsung, mewawancarainyang 

menangani kasusntersebut, dalam hal ininSatuan Polisi PamongnPraja, atau 

ahli hukum yanggmemahaminobjek penelitian penulis, untuknmemperoleh 

suatu informasinyang benarbsehingganmenunjang penelitian ini. 

3.2.1 Jenis data 

a. BahannHukumnPrimer 

Bahan hukumnprimer terdiri atas peraturannperundang-undangan, 

yurisprudensi, atau punnputusan pengadilan. Bahannhukum primernadalah 

hukummyangnbersifat otoritatif yanggartinya mempunyainotoritas. 

b. Bahan HukumnSekunder 



34 
 

 

Bahan hukumnsekunder adalah bahannyang dapat memberikannpenjelasan 

terhadap bahannhukum primer. Bahan hukumnsekunder tersebutnadalah: 

1. Buku-bukunyang terkait 

2. Hasilnpenelitian 

c. Bahan HukumnTersier  

Bahan hukumntersier adalah bahan hukumnyanggdapatnmemberikan 

penjelasan terhadapnbahan hukum primernmaupun bahan hukumnsekunder. 

Bahannhukumntersier tersebutaadalah medianinternet. 

3.2.2 Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancaran 

Wawancaranadalah teknikppengumpulanndatayyang dilakukan 

melaluintatap muka dan tanyanjawabblangsunggantara peneliti 

dannnarasumber. Dan narasumber yanggpenulis wawancarai adalah Ibu 

Hamida Saragi, S.H dan bapak Rudi Zulkarnain, S.SI. 

b. Observasi  

Observasinadalah metode pengumpulanndata yang kompleksnkarena 

melibatkannberbagainfaktor dalamnpelaksanannya. 

Metodeppengumpulanndata observasi tidaknhanya mengukur 

sikapnresponden, namun jugandapat digunakannuntuknmerekammberbagai 

fenomenanyang terjadi. 
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3.2.3 LokasinPenelitian 

Lokasi padanpenelitian ini adalah dinwilayah kerja instansi SatuannPolisi 

Pamong PrajanKota Batam, tepatnyandi jalan BrigjennKatamso No. 1, Kecamatan 

Sagulung, Kotanbatam. 

3.3 MetodenAnalisisnData 

Dalammpenelitiannini digunakan analisisndataakualitatif dannmengikuti 

konsep Milesndan Huberman yangndikenal dengan modelninteraktif. 

Analisisndata dilakukan dengannprosedur ataupun melaluintahap sebagainberikut: 

a. ReduksinData. Data yang diperolehndilokasippenelitian atau datanlapangan 

dituangkanddalamnuraian atau laporan yang lengkapndan terperinci. 

Laporanndi lapangan akanndireduksi, dirangkum, dipilihnhal-hal yang 

pokok,ndifokuskan padaahal-halnyanggpenting melaluinproses 

penelitiannlangsung. 

b. PenyajiannData. Ini dimaksud agarnmemudahkan bagi penulisnuntuk melihat 

gambaran secarankeseluruhan atau bagian-bagianntertentu dari penelitian. 

Dengannkatanlain merupakannpengorganisasianndata ke dalam 

bentukntertentu sehinggaakelihatanndengan sosokkyangglebih utuh. 

c. PenarikannKesimpulan. Yaitu melakukannverifikasi data secara 

terusnmenerus sepanjamg penelitiiannberlamgsung. Sejak awalnmemasuki 

lapanganndan selamapprosesnpertumbuhanndata, penulis berusaha 

untuknmenganalisis dan mencarimmaknandata yanggdikumpulkan, 

yaitunmencari polantema. 

 



 

31 
 


